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Intisari 

 

 

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1)  

UUNRI 1945 yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar….”. Meskipun 

dalam UUDNRI 1945 tidak menyebutkan dengan tegas apakah kewenangan pengujian 

undang-undang itu dalam artian dari sisi materiil atau formil,  atau ditujukan untuk kedua-

duanya. Akan tetapi, oleh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK,  kewenangan MK untuk 

melakukan pengujian undang-undang dapat dilakukan terhadap 2 (dua) hal terabut yaitu 

pengujian materiil dan pengujian formil. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengujian 

formil undang-undang menimbulkan banyak perdebatan,  mengingat pengaturan mengenai 

pembentukan undang-undang tidak saja hanya diatur dalam UUDNRI 1945, namun 

menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai delegasi dari Pasal 22A 

UUDNRI 1945. Bahkan sampai saat ini, MK belum pernah mengabulkan permohonan 

pengujian formil undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalian kembali 

sejarah hadirnya kewenangan pengujian formil undang-undang dalam rumusan norma 

UUDNRI 1945. 

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk dapat mengetahui dan memahami latar belakang 

lahirnya  pengaturan kewenangan MK untuk menguji formil undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar dalam rumasan norma UUDNRI 1945. (2) untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai konsep  pengujian formil undang-undang menurut UUD NRI 1945. (3) 

untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari putusan pengujian formil 

undang-undang. 

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian normatif dengan mengumpulkan 

data sekunder  yang diperlukan sebagai bahan hukum dalam menganalisis pokok 

permasalahan. Bahan penelitian yaitu bahan hukum primer berupa perturan perundang-

undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan, dan bahan hukum 

sekunder berupa buku, hasil penellitian, risalah pembentukan dan perubhan UUD 1945, serta 

bahan hukum tersier  dalam bentuk Kamus dan lain-lain.  

Hasil Penelitian ini menyimpukan : (1) kewenangan MK untuk dapat  melakukan 

pengujian formil undang-undang merupakan bagian dari implementasi konsep pemisahan 

kekuasaan fungsional (Functional Separation of Power) melalui penerapan  prinsip Cheks 

and Balances dalam UUD NRI 1945, khususnya di bidang legislasi. (2) Konsep pengujiaan 

formil undang-undang berdasarkan UUDNRI 1945 adalah kewenangan untuk melakukan 

pengujian terhadap  2 (dua) hal, yaitu a) Memastikan tidak dilanggarnya kewenangan 

konstitusional DPR, DPD, dan Presiden dalam pembentukan undang-undang berdasarkan 

UUD NRI 1945, b) Memastikan tidak dilanggarnya proses pembentukan undang-undang 

yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945.(3) undang-undang yang tidak dapat dibuktikan 

inkonstitusional harus dianggap konstitusonal. Sebaliknya, apabila undang-undang yang 

dilahirkan dari proses pembentukan yang inkonstitusional, haruslah dianggap sebagai 

tindakan inkontsitusional dan harus dibatalkan. Demikian juga seluruh tindakan hukum yang 

telah dibuat berdasarkan undang-undang yang inkonstitusional harusnya dibatalkan juga. 

Dengan demikian, sifat putusan pengujian formil undang-undang harusnya bersifat retroaktif. 
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ABSTRACT 

 

One of the authorities the Constitutional Court (MK) has, based on Article 24C verse (1) of 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI), is that it has the authority to 
adjudicate at the first and the last levels whose final decision is to test the law against the 
Constitution ... ". Although the 1945 Constitution does not explicitly state whether the authority to 
examine the Law is in the form of material or formal aspects, or is intended for both. However, by 
Law Number 24 of 2003 concerning the MK, the authority of the MK to do the law examination can 
be done on two irreducible things, namely the material examination and the formal examination. 
But in the practice, the implementation of the formal examination of the law raises a lot of debates, 
considering that regulation regarding the formation of the law is not only regulated in the UUDNRI 
1945, but also spread in various law regulations as the delegation from Article 22A of the UUDNRI 
1945. Until now, the MK has never granted the request for the law formal examination. Therefore, it 
is necessary to re-examine the history of the existence of the authority of the formal law 
examination in the formulation of the norms of the UUDNRI 1945. 
 This research aims to: (1) be able to know and understand the background of the birth of the 
authority of the MK to formally examine the law against the Constitution in the formulation of the 
norms of the UUDNRI 1945; (2) get an understanding of the concept of the formal examination of 
law according to the UUDNRI 1945; (3) know the legal consequences that can be caused by the 
decision of the law formal examination. 
 This research is classified in the type of normative research by collecting secondary data 
needed as the legal material in analyzing the subject matter. The research material is primary legal 
material in the form of legislation that has relevance to the subject matter, and secondary legal 
material in the form of books, research results, minutes of the formation and amendments to the 
UUDNRI 1945, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and others. 
 The results of this study conclude: (1) The authority of the MK to be able to carry out the 
formal law examination is part of the implementation of the concept of Functional Separation of 
Powers through the application of the Cheks and Balances principle in the UUDNRI 1945, especially 
in the field of legislation. (2) The concept of the formal law examination based on the UUDNRI 1945 
is the authority to test two things, namely (a) ensuring that the constitutional authority of the 
People's Representative Council (DPR), Regional Representative Council (DPD), and the President, 
are not violated in the formation of law based on the UUDNRI 1945; and (b) ensuring that there is no 
violation of the process of forming the law that has been determined in the UUDNRI 1945. (3) Laws 
that cannot be proven unconstitutional must be considered constitutional. On the contrary, if the 
law that is born from the process of formation is unconstitutional, it must be considered as 
unconstitutional, and must be canceled. Likewise, all legal actions that have been made based on 
unconstitutional law should also be canceled. Thus, the nature of the decision of the formal law 
examination should be retroactive. 
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